KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGARAAN PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi
kegiatan yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karo dan masing-masing sub
bagian yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi,
perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
pada sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun
2026 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



2.

3.

4.

S.

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi



6.

7.

8.

9.

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1505);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan
Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota;

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun

2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum;

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaklan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi



MENETAPKAN

KESATU

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

14.Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor

10/HK.04/08/2022  tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota;

15.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai
Politik.

16.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun

2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, HUBUNGAN
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sub
bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan
Partisipasi Masyarakat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini, terdiri dari :



a. Lampiran [ Standar Operasional Prosedur
Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara
dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilihan Tahun
2024,

b. Lampiran 1II Standar Operasional Prosedur
Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Kabupaten Karo;

c. Lampiran III Standar Operasional Prosedur
Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik;

d. Lampiran IV Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Dokumen E-SPIP di KPU Kabupaten
Karo;

e. Lampiran V Standar Operasional Prosedur
Penyuunan Produk Hukum di KPU Kabupaten
Karo;

f. Lampiran VI Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan Konten Media Sosial JDIH KPU
Kabupaten Karo;

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe

Pada Tanggal 05 Januari 2026

Plt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd

EKADODY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Dumas§ri Riameinda Br. Surbakti



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARO

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGARAAN PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026

STANDART OPERATING PROCEDURE AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN

TAHUN 2024

. NO | PELAKSANA | MUTU BAKU 1
| - o A A | SEKRETARIS | KASUBBAG ; ' -
' KEGIATAN TEN | s ' i FASUBAG | TATA | L rieNGKAPAN | wakTy | OUT | KETERANG |
| wanG | KABUPATEN ‘ PENYELENGGA ooy USAHA | PUT AN g
I KARO RA PEMILU |
™4 | Surat Permohonan 1. Arsip Data SK Tentative | Laporan |

| Dokumen Autentifikasi Penetapan | /buku

| dari Partai Politik Perolehan suara | Tanda

- . Pemilu 2024 | Terima
| I | | 1
r—é-—~ -+ Surat Beohonan —_ ——— — e — - e s —— - —

; Autentifikasi Parpol !

| dicatat dalam Buku !,

| Registrasi Surat Masuk [ g

- di Tata Usaha dan | | i
| Disposisi Berjenjang. | ‘ {
e == T R e TSR] (LT R S = Gy PG ST, SIS .. AT SR, (e i 4 e | | (S— Fra—
3 | Proses Administrasi di | |
' | Subbag Teknis

j Penyelenggaraan

Pemilu berupa
Persiapan balasan dan
lampiran data Dukung
Autentifikasi |

- — ——_— 1
4 | Proses Pengecekan !

dan Paraf Kordinasi

| Internal secara | Il
| berjenjang, serta - H ;
Penadatanganan :

\ terhadap Surat Balasan 1




Penyampaian Surat
balasan data

Autentifiasi ke Parpol.




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARO

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN TEKNIS

PENYELENGARAAN PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026

ALUR STANDART OPERATING PROCEDURE PENGGATIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARO

PELAKSANA I MUTU BAKU
KASUBBAG 7
KPU KAB | SEKRETARIS PELAKSANA .
NO KEGIATAN KARO KPU KAB TG SUBAG TATA | LELENGKAPAN @ WAKTU 2:,’,: KETERANGAN
<ipiioss PENYELENGG bososrnd USAHA
ARA PEMILU 3 |
1 Surat Permochonan Arsip Data SK | Tentative | Laporan | SOP Pemberian

Dokumen PAW
Anggota DPRD dari
Pimpinan DPRD

Surat Permohonan
PAW Anggota DPRD
dicatat dalam Buku
Registrasi Surat
Masuk di Tata Usaha
dan Disposisi

Berjenjang.

1 SN

i @

Penetapan
Perolehan

suara Pemilu

2024

| Data PAW Anggota

/bukti |
| DPRD Partai Politik

Tanda
Terima

|
|
|
|
|
1
|
|
]

Proses Administrasi
di Subbag Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu berupa
Persiapan balasan
dan lampiran data
Dukung PAW
Anggota DPRD

SRR —

Proses Pleno data
PAW, Paraf Kordinasi
Internal secara
berjenjang, serta
Penadatanganan
terhadap Surat
Balasan

Penyvampaian Surat
balasan data PAW
Anggota DPRD ke
Parpol Paling Lama 5
hari,

e — —




ALUR STANDART OPERATING PROCEDURE PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARO

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGARAAN PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026

PELAKSANA

KEGIATAN

Pengecekan data

| partai politk pada

aplikasi Sistem
Informasi Partai
Politik (STPOL)

. SEKRETARIS
KPU KAB
HARO

MUTU BAKU

KASUBBAG
TEKNIS
PENYELENGG

| ARA PRMIEY

PELAKSANA
SUBAG
TEKNIS

TATA
USAHA

ouT

KELENGKAPAN PUT

WAKTU KETERANGAN

Tentativ Data
Parpol
Mutakh
ir Yang
Terverifi

kasi.

Data Keanggotaan
Parpol, Susunan
Kepengurusan
Parpol, SK
Kepengurusan,
Surat Keterangan
Kantor Tetap,
No.Rekening

Penugasan untuk
melakukan verifikasi
pemeriksaan
terhadap data yang
disampaikan partai

| politik

| Menuangkan hasil

verifikasi
kesesuaian dan

. memberikan status
- kesesuaian hasil

pemeriksaan di
aplikasi SIPOL dan
pada berita acara

menyerahkan hasil
pemeriksaan
kepada sekretaris
KPU kabupaten
Karo dan Aggota
KPU Kabupaten
Karo untuk
dilakukan paraf
koordinasi




Penandatanganan
Berita Acara Hasil
Rekapitulasi
Verifikasi
Pemutakhiran Data
Partai Politik

Pemberian cap dinas
dan upload pada
aplikasi SIPOL

=

|
1
|
{

1

Pengiriman data dan
berita acara hasil

Rekapitulasi
Verifikasi
Pemutakhiran Data
Partai Politik yang
telah diupload ke
server KPU RI




LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARO
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGARAAN PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026

BAGIAN ALUR SOP PENYUSUNAN DOKUMEN E-SPIP DI KPU KABUPATEN KARO

PELAKSANA | MUTU BAKU
Staf Sub Anggota Anggota Ketua Penanggu | Wakil Ketua Ketua dan Kelengkapan Waktu Output
NO KEGIATAN Bagian merangkap | Satgas SPIP Satgas nglawab Pengarah Anggota
penanggung Operator sPiP SPIP Satgas SPIP Pengarah
Jjawab SPIP SPIP

1. | Ketua Satgas melakukan
koordinasi dengan
penanggungjawab di
setiap sub bagian untuk
mengumpulkan data 1 hari
dukung dan pengisian
kartu kendali.

2. | Staf penanggung jawab di
setiap sub bagian
menylapkan kelengkapan 4 hari Kartu Kendali
dan kesesuaian dokumen ! (Tel 1-4 beserta data
yang diperlukan dalam i data dukung setiap dukungnya
bentuk hardcopy dan [ SPIP | bulannya)
softcopy (Tidak setuju) '

3. | Kepala Sub Bagian mengisi Formulir kartu
dan menyerahkan kartu Kartu kendali kendali yang sudah

i kendali dan yang sudah 1 hari terisi dan dokumen

dokumen/bukti = ’ . lengkap dengan | (paling pendukung dalam l
pendukung kepada Ketua | data dukungnya lambat tgl 5) bentuk hardcopy |
Satgas SPIP untuk (Tidalnatujul l dan softcopy
ditandatangani

4. | Ketua satgas SPIP
memeriksa kelengkapan (Setuju) Kartu kendali
kartu kendali dan yang sudah 1 hari
melakukan lengkap dengan (paling
penandatanganan kartu data dukungnya | lambat tgl 5)
kendali




PELAKSANA MUTU BAKU i
Staf Sub Anggota Anggota Ketua Penanggu | Wakil Ketua| Ketuadan = Kelengkapan Waktu Output KET l
NO KEGIATAN Bagian merangkap | Satgas SPIP Satgas ngjawab | Pengarah Anggota i
penanggung | Operator SPIP SPIP Satgas SPIP Pengarah I ';
jawab SPIP SPIP 5
| 5. | Sekretaris sebagai (tidak setuju) i
penanggungjawab SPIP (Setuju) Kartu kendali 1 hari
memeriksa kelengkapan, yangsudah | (paling
serta menandatangani lengkap dengan = lambat tgl 5) |
kartu kendali (tidak setuju) data dukungnya : ‘
' |

6. | Kordiv Hukum dan |
Pengawasan menerima (setuju) Kartu kendali 1 hari
dan memeriksa Kartu 2 yangsudah (paling
Kendali beserta data lengkap dengan = lambat tgl 5)
dukung data dukungnya |

7. | Ketua dan Anggota KPU Kartukendali | Maksimal 3
Kab. Karo menerima dan yangsudah | hari
memeriksa Kartu Kendali (setuju) lengkap dengan = (Tgl5-8
beserta data dukung data dukungnya | setiap

| bulannya)
: !

8. | Ketua dan Anggota KPU (Tidak setuju) | Kartu kendali |
Kab. Karo, Sekretaris KPU © : yangsudah 1 hari
Kab. Karo, beserta seluruh 6 lengkap dengan  (paling lambat '

Kepala Sub Bagian KPU data dukungnya = tanggal 8 |

Kab. Karo melaksanakan beserta form | setiap |

Rapat Pleno Pelaporan - Laporan | bulannya) | [

SPIP (Setuju) Pengisian Kartu | ! 5
kendali '

9. | Pengunggahan seluruh Kartu kendali f |
dokumen, formulir dan yang sudah lhari | '
kartu kendali diupload ke lengkap dengan (Paling | Dokumen SPIP I
aplikasi E-SPIP data dukungnya lambat tgl | yang sudah ’

beserta form 10setiap = terupload di .
Laporan bulannya) ! aplikasi E-SPIP |
Pengisian Kartu | _

| kendali |




bulannya)

PELAKSANA MUTU BAKU ]

Staf Sub Anggota Anggota Ketua Penanggu |Wakil Ketua| Ketua dan Kelengkapan Waktu Output KET

NO KEGIATAN Bagian | merangkap | Satgas SPIP |  Satgas ngjawab | Pengarah | Anggota i

penanggung | Operator SPIP SPIP Satgas SPIP | Pengarah i

jawab SPIP SPIP | :

10. f i

Ketua Satgas SPIP T i

melakukan pengecekan . (Paling | !

kelengkapan Dokumen (Tidak . lambattgl |

pada aplikasi E-SPIP. lengkap) | 10setap | |

i bulannya) |

| ! . |

11, | Pengiriman kelengkapan (Lengkap ) | lhed | '

dokumen E SPIP kepada ; (Paling

Koordinator pada tingkat | lambat tg!
Provinsi. | 10 setiap




LAMPIRAN V

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARO

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGARAAN PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026

BAGIAN ALUR SOP PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMU

PELAKSANA MUTU BAKU
l Bagian | ! |
e P::':d":;" | Penyusun = Kasubbag staf Sekretaris | Ketua dan subbag | Baglan e | D | o |
SR Produk Penyusun Hukum KPU Anggota KPU Terkait . Pengarsipan . Waktu | |
Hukum | ;
Penyusunan | - f l 1)Template SK; | | -
- Daftar Inventarisasi Ma- i ; 2)Dokumen SK | | j
salah 1 mulsi [ lama khusus '
- Draf awal rancangan | { untuk SK Pe- | ;
Keputusan | rubahan; i
- Perbandingan antara : [ ! 3)Disposisi dari ' '
keputusan sebelumnnya i semua pen- | |
dengan usulan peru- { | gusul; |
bahan Keputusan (untuk | : ; [ 4)Form  tebel | 1 hari k
SK Perubahan) - : | 5 persandingan | ' ;
- Dan Penyampaian § I perubahan SK |
dengan nota dinas { [ lama dan SK
f baru.
|
| | '. |
4‘ i i
Penyampaian rancangan | i | 1) Nota Dinas
keputusan kepada Kasub- 2 gt | | 2) Kartu kendali
bag Penyusun L---——-—--- I 1 kepatuah SOP
Kasubbag Pengusul dispo- ' ji i Paling -
sisi  usulan penyusunan —Y ‘ Lembar dispo- Lama2 | '
kepada Kasubbag |3 | { : sisi kartu ken- | hari
Penyusun . S S | | dali
R e IR - N 4L o




KEGIATAN

Pengusul
Produk
Hukum

Penyusun
Produk
Hukum

Kasubbag
Penyusun

Staf
Hukum

Sekretaris
KPU

Ketua dan
Anggota KPU

Subbag
Terkait

Bagian !
| Pengarsipan

Durasi
Waktu

Kasubbag Memberikan
arahan kepada staf untuk

. mengumpulkan bahan
| melakukan bahan,
. melakukan legal drafting

dan Kajian

Regulasi Form
LD, komputer

Rapat Koordinasi dengan
Pengusul

— e

Komput-
er/Laptop,
proyektor

Kasubbag Penyusun
menyampaikan Kembali
hasil legal drafting kepada
unit pengusul untuk dil-

akukan pencermatan

Nota Dinas

Paling
Lama 2
hari

|
—_—

Pencermatan Kembali oleh
Pengusul dan pengiriman
hasil pencermatan kepada
subbag Penyusun

Dokumen Pen-
cermatan

Kasubbag Penyusun mem-
berikan paraf dan
menyampaikan kepada
Pengusul dan kepada
sekretaris untuk dibubuhi
paraf

Sekretaris menyerahkan
rancangan keputusan
kepada anggota KPU Ka-
bupaten untuk dibahas

Lembar Disposisi




KEGIATAN

dalam rapat plenc

Sekretaris

Ketua dan
Anggota KPU

MUTU BAKU

Subbag
Terkait

Kelengkapan

Durasi
Waktu

Output

B

10.

Rapat Pleno Penetapan
(Ya) atau meminta dil-
akukan koreksi (Perbaikan)
atau perintah melakukan
koordinasi dengan Lem-
baga/instansi terkait
(Koordinasi Kembali)

BA PLENO

1 Harl

1L

Penyusun melakukan per-
baikan sesual hasil pemn-

bahasan pleno

12,

| Penyusun dan Pengusul
'. melaksanakan

- Koordinasi
dengan Lem-
baga/instansi
terkait dalam
penyusunan
rancangan kepu-
tusan;

- Melakukan Ra-
kor/FGD/ Works
Op dengan in-
stansi dari pihak
terkait;

- Mencatat hasil
koordinasi dan
membahas ma-
sukan hasil

wibac

inid
i

———— e

| 2-3 Hari




I | U

{ ' PELAKSANA MUTU BAKU 75
[ |
| Mﬂ |
NO KEGIATAN | p Kasubl - Katioe b Durasi &
Produk Penyusun Anggota KPU Pengarsipan e Waktu '
Hukum E i
koordinasi untuk 1
dipaparkan dalam |
i rapat pleno.
| |
| 1
| |
| |
13 | Rapat Pleno pembahasan ¥ |
dan penetapan rancangan | NI A, ;
keputusan f b ¥ : | 1 Hari
| | | | ]
14 | Paraf Koordinasi Kasubbag | ' ! ;
Penyusun | ! ' ! {
| |
15 | Paraf Koordinasi Kasubbag | ': |
Pengusul |
_r 1
5 i_
| —
16 | Paraf Koordinasi kasubbag I {
terkait [ g
} |
|
17 | Paraf Sekretaris ‘




KEGIATAN

Bagian
Penyusun
Produk
Hukum

Produk
Hukum

Kasubbag
Penyusun

Hukum

Ketua dan
Anggota KPU

Subbag
Terkait

18

- Paraf anggota

- Tanda tangan ketua
untuk penetapan
keputusan

19

Unit Kearsipan mem-

tusan KPU Kabupaten dan
menyampaikan kembali
kepada Subbag Penyusun

berikan nomor pada Kepu-

it ______|._ SR

Buku Agenda
Naskah Dinas

B. PEMBUATAN SALINAN & PENGUNGGAHAN

20

| Menyampaikan per-

| mintaan pembuatan Sa-
- linan keputusan dan

. pengunggahan pada hal-
aman JDIH KPU

Keputusan KPU

2Jam

21

- Membuat Salinan kepu-
tusan dan menyampaikan
| Salinan keputusan kepada

staf untuk diunggah pada
' halaman JDIH

SN __CTr—

Keputusan KPU

15 Menit

22

Mengunggah Salinan
- Keputusan KPU pada hal-
| aman JDIH KPU

Salinan Kepu-
tusan KPU

15 Menit

i
23§
1.
|
]

TP e

Menerima dan menyim-
pan Salinan dan naskah
asli keputusan KPU

|
Pt i

Keputusan
KPU

- Salinan Kepu-

tusan KPU

.ll. S—

15 Menit




KEGIATAN

ALUR STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAR

PELAKSANA

Produk Hukum Produk Hukum

Pengusul

Penyusun

Kasubbag | Staf

Hukum

Hukum

Sekretaris
KPU

Anggota K?UR

Subbag
Terkait

Output |

1. |

Mengajukan Rancangan
Keputusan Sekretaris
KPU

-Nota Dinas
Dilampiri
-Naskah Salinan
digital
rancangan
Keputusan
Sekretaris KPU
-DIM { Untuk
keputusan
berupa pe-
doman teknis
-Persandingan
Keputusan yang
diubah dengan
Rancangan

1 Hari

Keputusan yang

disusun (untuk
keputusan Pe-
rubahan)
-Dokumen pen-

__dukung

| Drafting)
| Keputusan Sekretaris KPU

Memberikan disposisi dan
arahan kepada staf untuk
melakukan pencermatan
dan penyelarasan (lega/
Rancangan

Melakukan Legal Dmﬂing_
Rancangan Keputusan
Sekretaris KPU

-~

Rancangan
Keputusan
Sekretaris KPU

| 1Hari

Rancangan
Keputusan
Sekretaris KPU

| Disposisi |

Rancang
an Kep-
tusan

Sekre-



PELAKSANA o | MUTU BAKU |‘
| | PEwER | |
- . Pengusul { Penyusun | Kasubbag | Staf | Sekretaris | """:.’“ Subbag Bagian | .. e T
| Produk Hukum Produk Hukum Hukum Hukum t KPU Yo pessi s Terkait Pengarsipan Waktu
| ] |
| ORI DR S | S < taris KPU |
: hasil |
| Legal
| Drafting |
4 | Melakukan Rapat Koordi- " J :anca:n::: | 1Jam ::r:(c:pnug |[
nasi/Pembahan Bersama eputu e
Ram!:angan Keputusan S il 4 e TS S e —l,_ s E,r""_ Sekretaris KPU tusan |
Sekretaris KPU (Jika diper- | & e A i — !._..4.\.. Sekreta- ‘
lukan dalam Proses Legal [ ris KPU
’ . Koordi-
| | nesi |
5 | Menyampalkan Rancagan | L - Nota 1Jam | Rancang |
Keputusan Sekretaris KPU - i : dinas | anKepu-
hasil Legal Drafting - = ) ! ! Rancan S;sa:
| gan reta-
i Kepu- ris KPU
1i tusan Hasil
i | Sekreta Legal
I ! ! ris KPU Drafting
| ' i Hasil
f | Legal
" | | ! Draft-
| | | i ing ]
6 | Melakukan pencermatan - | |' | - Nota 1Jam Rancang
. Kembali Rancangan Hasil | | I dinas an Kepu-
i Legal Drafting dan J : . - Rancangan tusan
| menyampaikan  Kembali ey | Keputusan Sekreta-
I rancangan keputusan yang Pt = | Sekretaris KPU ris KPU
| telah dicermati LT i Hasil Legal | hasil
' ! Drafting . | tegal
| | | | Drafting
| | i | . yang
l | j | telah




| MRl e T A 5 PELAKSANA a2 = MUTU BAKU
i ?
el TN Pengusul  Penyusun | Kasubbag | Staf | Sekretaris ﬂ,'f'“:.".! Subbag Bagian o | OWeE | ol
! Produk Hukum Produk I-Il\nlcl.u'l't-i Hukum | Hukum KPU kalt | Terkait Pengarsipan N Waktu
1 ’ | il
. i' | dicermati
; | oleh
! i Pengusul
| | : 1
7 | Melakukan Legal Drafting | : ; R B lJam  Rancang
| Kembali | : Rancangan an Kep-
’- ' : S5t NSRS Keputusan tusuan
] | Sekretaris KPU . Sekreta-
. E | Hasil Legal ris KPU
| i 1' Bt Drafting : |
| 8 | Membubuhkan Paraf 1 NotaDinas  1Jam | Rancang
persetujuan dan menyam- E Rancangan an Kep-
paikan Rancangan Kepu- | !—M-J'-— ! Keputusan | tusuan |
tusan yang telah diparaf | L i Sekretaris KPU | Sekreta- |
kepada Pengusul ' e v risKPU |
yang
' telah
1
| | diparaf
9 | Membubuhkan paraf ' Rancangan  1Jam Rancang
persetujuan dan menyam- | | . Keputusan | an Kep-
paikan Rancangan Kepu- | ,ﬁ--—"—u-] ! . — | Sekretaris KPU tusuan
tusan yang telah diparaf H j i ﬂl_ | Sekreta-
kepada Sekretaris B2 Seren ris KPU
i yang
i telah
] | diparaf
10 Mencermati  Rancangan Rancangan 1lJam Rancang
Keputusan dan mem- ' Keputusan an Kepu-
{ berikan arahan  peru- P "\\ Sekretaris KPU tusan
;  bahan/perbaikan atau </ J Sekreta-
.| minta dilakukan rapat S ris KPU
l | koordinasi dengan Lem- Y
|| baga/instansi terkait & % = =3



{ PELAKSANA § MUTU BAKU |
| | | | | |
- R | Pengusul | Pemyusun |Kasubbog  Staf | Sekretaris ;l':“"' | Subbag Bagian ban | Duras
- Produk Hukum Produk Hukum Hukum  Hukum kPU o 'I"wn | Terkait | Pengarsipan < oTEK? Wakwy | OUtPUt |
i | | I ‘
' | ' | |
17 | Menerima dan Menyim- | : | i 1 Keputusan arsip
pan Salinan dan naskah | Y . ; : | Sekretaris KPU |
" | Selesal ! ! ! [ ' ;
asli keputusan : : | | 5 Salinan Kepu-
! , tusan Sekretaris |
| ; Y |




LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARO

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGARAAN PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026

PENGELOLAAN KONTEN MEDIA SOSIAL JDIH KPU KABUPATEN KARO

L 1 —-

i PELAKSANA . MUTU BAKU KETERANGAN
i ANGGOTA KPU
= KASUBBAG .
| e DIVISI HUKUM | yyypum pan | STAF  gripNogapan | WAKTU OUTPUT |
DAN SDM HUKUM
3 PENGAWASAN |
; 1. Lembar 1 Hari
Menyvampaikan disposisi/petunjuk | Disposisi;
permchonan penghimpunan bahan kontenr 2. Flashdisk/
" imedia sosial dan pembuatan konsep| media
'lkonten media sosial JDIH penyampaian
3 softcopy
Menerima disposisi/petunjuk permohonan| E’M i = 2 Hari
ipenghimpunan bahan konten media sosial |
" |dan mengarahkan pembuatan konsep - ;p";.g:mpaiﬂ"
konten media sosial JDIH Wl
Melakukan pengeditan template draft iPeran gt = 2 Hari  [Softcopy
. {konten media sosial JDIH sesuai konsep i bir template konten
dan menyerahkan hasil suntingan " P media sosial
a. Melakukan koreksi draft konten media I B RS 5
sosial JDIH; ]
" |b. Persetujuan pengunggahan draft !I
konten media sosial JDIH |
Melakukukan koreksi draft konten media Media Softcopy '
. |sosial JDIH untuk disetujui - penyampaian template kontcn'
pengunggahan dalam media sosial JDIH softcopy media sosial
]




a. Menyetujui draft konten media sosial J(
JDIH maka selanjutnya memberikan

perintah pengunggahan;
b. Apabila tidak setujui, draft konten
. media sosial JDIH dikembalikan kepada

| Staf JDIH untuk di iperbaiki.

. Lembar
Disposisi Softcopy

. Media template konten
penyampaian media sosial
softcopy

z 2 Hari

" hasil unggah kepada grup whatsapp Divisi

Mengunggah konten media sosial JDIH
yang telah disetujui ke dalam media sosial
JDIH kemudian menyampaikan tautan

IHukum dan Pengawasan KPU Kabupaten
Karo

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

~Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partmlpag,r dan Hubungan Masyrakat

1 Hari

Softcopy
template konten
media sosial

Ditetapkan di Kabanjahe

Pada Tanggal 05 Januari 2026

Plt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd

EKADODY




